
 

BERITA DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR 3                                                                                     TAHUN 2021 

WALI KOTA DEPOK  

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA DEPOK 

NOMOR 3 TAHUN 20212021 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 21 

TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK DAERAH BERUPA 

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM MASA PENANGANGAN PANDEMI 

CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA DEPOK  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA DEPOK, 

 

Menimbang : a.  bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) ditetapkan sebagai bencana nasional non alam 

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 

telah berdampak pada perlambatan pertumbuhan 

ekonomi dan penurunan penerimaan pajak daerah, 

sehingga diperlukan upaya untuk membantu pemulihan 

ekonomi serta stabilitas penerimaan pajak daerah; 

b.  bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan 

Pemerintah Daerah, penanganan dampak ekonomi 

antara lain pemberian insentif berupa pengurangan atau 

pembebasan pajak daerah; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah ditetapkan 

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Fasilitas Pajak Daerah Berupa Penghapusan 

Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan Dalam Masa Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota 

Depok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 68 Tahun 

2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali 

Kota Depok Nomor 21 Tahun 2020 tentang Fasilitas 

Pajak Daerah Berupa Penghapusan Sanksi Administratif 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) di Kota Depok, namun 

pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian kembali; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 

2020 tentang Fasilitas Pajak Daerah Berupa 

Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Masa 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di 

Kota Depok; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12                

Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3569); 
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2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4287); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
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8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               

Nomor 5679); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 

Penyampaiannya; 
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13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2010 Nomor 07), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 

Depok Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07                 

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Depok Tahun 2020 Nomor 8); 

14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 

Nomor 10); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 21                

TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK DAERAH BERUPA 

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM MASA 

PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 

(COVID-19) DI KOTA DEPOK. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 

Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Daerah Berupa 

Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Masa 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

di Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Nomor 22 Tahun 

2020) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan: 

1. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 44 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 

Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Daerah Berupa 

Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Masa 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) di Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2020 

Nomor 45); 
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2. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 68 Tahun 2020   

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Depok 

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Daerah 

Berupa Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Masa 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) di Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2020 

Nomor 68);  

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 2 

(1) Dalam rangka upaya menjaga stabilitas penerimaan 

daerah dan meningkatkan penerimaan PBB-P2 serta 

merangsang wajib pajak untuk tetap taat 

melaksanakan kewajiban perpajakan dalam masa 

penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) Di Kota Depok, Wali Kota Depok dapat 

menghapus sanksi administratif PBB-P2. 

(2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap denda 

keterlambatan pembayaran PBB-P2 sampai dengan 

Tahun Pajak 2020.  

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diberikan terhadap wajib pajak yang melakukan 

pembayaran denda keterlambatan PBB-P2 sampai 

dengan tanggal 30 Juni 2021. 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal                 

1 Februari 2021.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok. 

 

Ditetapkan di Depok  

pada tanggal 29 Januari 2021 

 WALI KOTA DEPOK, 

 

      TTD 

 

K. H. MOHAMMAD IDRIS 

Diundangkan di Depok 

pada tanggal 29 Januari 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, 

 

    TTD 

 

HARDIONO 

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 3 


